BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1579, 2016 KPK. Pegawai dan Penasihat. Disiplin.

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI DAN PENASIHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 07 Tahun 2013 yang mengatur mengenai nilai-
nilai dasar pribadi, kode etik dan pedoman perilaku
perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang
mengatur mengenai Kklasifikasi tingkat pelanggaran,
tingkat dan jenis hukuman, tata cara pemeriksaan
dugaan pelanggaran, daluarsa pemeriksaan serta
pemulihan hak-hak setelah berakhirnya masa
hukuman;

b. bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memerlukan
peraturan yang mengatur khusus mengenai Disiplin
Pegawai dan Penasihat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia tentang Disiplin Pegawai dan

Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5698);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005
tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang
Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006;

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai
Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi

Pemberantasan Korupsi;
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5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI DAN PENASIHAT
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang

dimaksud dengan:

1.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat
dengan KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disebut Pegawai KPK adalah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005
tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penasihat = Komisi  Pemberantasan  Korupsi yang
selanjutnya disebut Penasihat KPK adalah Penasihat
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Disiplin adalah kepatuhan dan ketaatan Pegawai atau
Penasihat terhadap norma-norma dan peraturan yang

berlaku di KPK.
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10.

11.

12.

Peraturan Disiplin adalah norma-norma/ketentuan yang
merupakan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi/ditaati
oleh Pegawai atau Penasihat serta memuat hukuman bagi
Pegawai atau Penasihat yang melanggar norma dan
ketentuan tersebut.

Pelanggaran adalah setiap ucapan, tulisan dan perbuatan
Pegawai atau Penasihat yang melanggar Peraturan KPK,
baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada Pegawai atau Penasihat karena melanggar
Peraturan KPK.

Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman adalah
pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan
hukuman kepada Pegawai atau Penasihat sebagaimana
dimaksud pada peraturan ini.

Penyalahgunaan = Wewenang adalah  menggunakan
kewenangannya melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan
pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian
kewenangan tersebut.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana terdapat
konflik kepentingan dari Pegawai atau Penasihat yang
memanfaatkan kedudukan dan kewenangan yang
dimilikinya baik dengan sengaja maupun tidak sengaja
untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya
sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat
dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan
KPK.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh
Pegawai atau Penasihat dengan pihak tertentu karena
hubungan darah atau semenda sampai dengan derajat
ketiga.

Pembinaan (Coaching) adalah proses membina yang
dilakukan oleh atasan langsung untuk membantu
mengatasi kesulitan/hambatan yang terjadi di tempat

kerja yang dihadapi oleh Pegawai atau Penasihat dalam
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melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk
mencapai prestasi kerja yang lebih baik.

Pembimbingan (Counseling) adalah proses pemberian
bimbingan atau dukungan yang dilakukan atasan
langsung untuk membantu mengatasi masalah pribadi di
tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan
oganisasi yang dihadapi oleh Pegawai atau Penasihat
sehingga mempengaruhi kinerjanya yang akan membawa
dampak melanggar peraturan.

Pengarahan (Mentoring) adalah proses pemberian arahan
yang dilakukan oleh atasan langsung untuk mengajarkan
pengalaman sukses, metode sukses dan cara-cara sukses
sesuai dengan pengalaman atasan kepada Pegawai agar
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjadi

lebih ahli dan berprestasi.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya peraturan Disiplin Pegawai dan Penasihat

KPK untuk:

a.

mengatur tentang kewajiban, larangan bagi Pegawai dan
Penasihat;

mengatur tentang jenis dan tata cara pemberian hukuman
terhadap Pegawai dan Penasihat yang melanggar kode etik,
pedoman perilaku serta peraturan disiplin; dan
mewujudkan ketertiban, kedisiplinan, ketaatan bagi

Pegawai dan Penasihat dalam melaksanakan tugasnya.



